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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi perawat anestesi yang

melakukan tindakan pembedahan tanpa didampingi oleh dokter spesialis anestesi. Anestesi merupakan

tindakan yang sangat beresiko dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Namun terdapat

pengecualian apabila tidak ada dokter spesialis anestesi atau berhalangan hadir, kewenangan tersebut dapat

dilimpahkan dengan tetap berkoordinasi dan pemberian dosis sesuai dengan perintah dokter spesialis

anestesi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik

Penata Anestesi mengatur bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan cara mandat, karena

tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat yaitu dokter spesialis anestesi. Sebagaimana kasus

dalam Putusan Nomor 109/Pid.sus/2015/PN. Trt, seorang perawat melakukan tindakan anestesi dengan

memberi dosis sesuai perkiraannya sendiri dan menghubungi dokter spesialis anestesi setelah tindakan

anestesi dilakukan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis perbandingan kewenangan antara dokter spesialis anestesi dengan perawat anestesi serta

tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan anestesi yang dilakukan tanpa didampingi dokter spesialis

anestesi. Sedangkan deskriptif analisis adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara mandat dan

tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi perawat anestesi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah

segala tindakan perawat anestesi harus di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi sebab pelimpahan

wewenangnya secara mandat, mengakibatkan tidak berpindahnya tanggung jawab atas tindakan tersebut dan

rumah sakit pun berkewajiban untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang

dilakukan oleh pekerja di rumah sakit tersebut.

<hr /><i>This thesis discusses the responsibility and legal protection of anesthetist nurses who perform

surgery without being accompanied by an anesthetist.  Anesthesia is a very risky action and can only be

done by anesthetists.  However, there are exceptions if there is no anesthetist or unable to attend, the

authority can be delegated by continuing to coordinate and administer doses according to the anesthetist's

orders.  Minister of Health Regulation No. 18 of 2016 concerning Licensing and Implementation of

Anesthesia Management Practices stipulates that the delegation of authority is carried out by means of a

mandate, because the responsibility remains with the mandate giver, namely the anesthetist.  As is the case

in Decision Number 109 / Pid.sus / 2015 / PN.  Trt, a nurse performs anesthetic action by giving the dose

according to his own estimation and contact an anesthetist after the anesthesia is performed.  By using the

juridical-normative method, this study aims to determine the comparison of authority between anesthetist

and anesthetist nurses and hospital responsibilities for anesthetic actions carried out without the anesthetist's

specialist.  Whereas descriptive analysis is the delegation of authority which is carried out by mandate and

responsibility as well as legal protection for anesthetist nurses.  The results obtained all the actions of
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anesthetist nurses must be under the supervision of anesthetist specialist because the delegation of authority

in a mandate, resulting in no transfer of responsibility for these actions and the hospital is obliged to

supervise and be responsible for all actions carried out by workers in the hospital.</i>


